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LEMBARA.N .. DAERA!-I 

KABUPATEN. - REI\-~EAi. G 

PERATURAN DAERAH KABUPATE N D AERA'.-I TI~G;(;. T Jl 
REM BA N G 

NOMOR : 2 TAHUN l !,80 

TENTANG 

PENDIRIAN ANEKA PERUSAHAAN DAERAH 

. DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERA H TINGKAT II REMSANG 

~lenimbang 

Mengingat 

1. bahwa guna menunjan~ pel aksanaan pemba­
·ng!Jnan ,<Ii dacrah khususnya dan Pemban _ :unan 
F konom, Nasional 11mumnya maka d ipand,: ng 
_per u didi1ikan Aneka Perusalrnan . Daerah 
a tau djsingkat Aneka Perusda Rem bang ·; 

i . 
2. b.al1 wa u ntuk menjdmin kese;agaman dan 

adanya land.:san yang kuat dalam hal pen di -
rian Arieka Perusahaan · Daerah , diper-~kan 
adanya suatu keteatuan yang tertuang dalam 
bentuk Peraturao Daerah. 

I 

I. Ur dang - undang No. 5 Tabun 191 4 ten tang 
Pokok - i:.okok Pemerintahan D1 Daerah ; 

2. Undang -·undang No. 13 Tabun 1950 jo. Pe­
ratura n Pemer ntab No. 32 Tahun 1950 ten­
ta ng Pembenrnkan · Daerah-Daerah Kabupaten 
dalam · lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

3. lJndang .:_ undang No. 5 Tahun 1%2, jo . 
Undang udang No. 6 Tahun 1%9 tentang 
Perusahaan Daerah ; 

Den6an Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatca 
Daerah Tingkat II Rembaog. 
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MBMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA~­
RAH TlNGKAT II RBMBANG TENTANG 
PENDIRIAN ANEKA PERUSAHAAN DAERAH 

BA B l 

KETENTUAN - UMUM 

Pasal 1 
I 

(1) Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Dacrah 
Tingkat II Rembang ; 

b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Oaerah Tingkat II 
Rcmbang; I 

c. DPRD. ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rcmbang. 

d. Aneka Perusahaan Da :rah ialah Aneka Perusahaan Daerah 
Kabupaten Dati Il Rembang disingkat dengan Ancka Pc­
rusda Rembang; 

c. Dacrah ialah Daerab Kabupaten Dacrah Tmgkat 11 Rem bang; 

f. Direksi ialah Direksi Aneka Perusahaan Daerah Kabupateo 
Daerah Tingkat lI Rembang ; 

g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas Ancka Perusahaan 
Daerah Kabupatcn Daerah Tingkat 11 Rembang; 

(2) Perusahaan Daerah adalah suatu Sadan Hukum yi ng kcdu­
dukannya dipcro\eh den~an berlalcunya Peraturan Daerah ini. 

BAB II 

NAMA DAN TUJU~N PERUSAHAAN 

Pasal 2 

Nama Pcrusahaan adalah : Aneka Perusahaaa D:iera!l Ka­
bupaten Daerah Tingkat Il Rembang atau disingkat " Ancka 
Pcrusda " 

c:, 
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Pasal 3 

Tujuan Pcrusahaan ialah turut serta melaksanakan 

Pembangunan Daerah; 

b. Pembaogunan Ekooomi Nasional umumnya dalam n:emajukan 
kesejahteraan rakya t serta usaha meningkatkan pendapatan 

Daerah dalam bentuk Perusabaan. 

BAB Ill 

BIDANG USAHA 

Pasal 4 

Bidang usaha meliputi 

1. Bidaog Agraria ; 

2. Bi dang Pertambangan ; 

3. Bidang Perikanan / pcrtenakan ; 

4, Bi dang Perindustrian : 

5. Eidaog Usaha Jasa / Perdagangan ; 

BA B IV 

PEMBENTUKAN UNIT - UNIT PERUSAHAAN 

P:isal 5 

Pcrn bentukan tiap • tiap Unit Perusahaan d1teguhkan dengau 
surat Kep u'. us.!n Kep;,Ja Daerah setelah mender.gar pertimb:rngan 

ilaJ an r en 6:iwas Perusahaan Daerah. 

BAB V 

M O O AL 

Pasal 6 

t l ) l''eraca permul:.la n Aneka Perusahaan Daerah terdiri atas 
s ; mua aktiva dan p asiva dari proyek • proyek yang clih::;;ur 

menurut Peratura n D aerah ini ; 
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t2) Modal dasar Aneka Perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan 
Daerah yang dipisah\can dan bila dipandang perlu dalam ben­
tuk kerja sama perroodalan dengan pihak lain ; 

(3) Modal Perusahaan tersebut pada ayat ( 2) dapat ditambah 
dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dengan 
Kcputusan DPRD.; 

(4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Daerah / Bank Negara 
l;;inya. 

BAB VI 

PENGFLOLAtN PERUSAHAAN 

Pasal 7 

(l ' Aneka Perusahaan Daerah dipimpin oleb suatu Direksi yan: 
terdiri dari : 

a. seorang Direktur dan Wakilnya atau 

b . Direktur Utama yang dibantu sebanyak- banyaknya 2 ,dua ) 
orang direktur; 

(21 Anggauta Direksi adalab Warga Negara Indonesia yang diang­
kat dan d berheotikan oleh Kcpala Daerah dengan pertimbangan 
Badan Pengawas ; 

l3J Direksi bertangeuog j awab kepada Badan Pengawas yang dike• 
tahui oleh Keplla Daerah ; 

(4) Peogangkatan terrnaksud ayat ( 2 J dilakukan untuk j angi a 
waktu 4 empat l tahun, dan setclah waktu terakhir, anggauta 
yang berrnogkutan dapat d iaogkat kembali. 

PasaJ 8 

( 1) An?gauta Direksi berhenti karcna meninggal dunia a tau dapat 
diberhentikan oleh Kepala Daerah karcna : 

a. permintaan seodiri ; 

b. berakhirnya masa sebagai Anggauta Direksi termaksud pada 
pasa1 7 ayat t i ) ; 

0 
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c. tindakan yang roerugihn perusahaan; 

d. tiod:i.-kaa atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan 
Daerah maup1:1n kepentingan Negara ; 

(2) Pernberhentian karena alasan tersebut pada ayat C 1) huruf c 
dan d, jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hu~ 
kum Pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat; 

( 3) Se~elum diberhentikan karen1 alasa11 terse but pad1 ayat ( l) 

huruf c. dan huruf d . dilakukan, maka anggauta Direksi yang 
bersan~kutan d iberi kesemp1tan u::ito.1k membe!a diri yang 
harus dilaksanakan dalG m wakm l bul;in setela:1 diberita­
hukan kepadanya tentong niat akan pemoerhent1,1n itu oleh 
'Kcp,da Daerah ; 

( 4 , Se! ma Anggauta Direksi menunggu penye!esaian karena tinda­
kan terse'Jur pad:i aya t (LJ buruf c dan d. maka anggauta 
Dird:s1 yang be sang!:utan d1kenakan schorsing, se:anjutnya 

Jika yang bersangirntan ternyata tidak bersah.h , Kepala L)aera 1 

mcoguruugkau n1atoya . 

Pasal 9 

( !) Aogaut:i Di;eksi tid.1k bokh ada hubungan keluarga sampa1 
dcnJ'-'n der.ijat ke:iga baik menurut g1r1s !urus m:.upu n gans 
kes.tmping, kecua!i jika untuk kcpentingan perusaha:rn diijmk'n 
okh Kepala l)aerah, j ika sesudah pengangkacan mereka ma­

~uk perip3ran ya ng terlJ.rang 1tu, maka uncuk melanjutkan 
jabaiar..nya d .perlukan idz1n · Badan Pcogawas; 

t 2) Ang~auta Direk;i tidak boleh me:upuoyai kepenting, n pribadi 
ianJsung atau t dak langsung, daLm perusahaan yang bertu­

juau mencari laba 

(3) Aogg3Ut:i. Direksi tidak bo!eh merangbp jabatan Iain kecuali 

• seidzin l:.a dan Penga was; 

Pasal 10 

(1) Direksi mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadi!an; 
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(2) Direks'i dapat mewakili tcrsebut pada ayat (l) kepada scorang/ 
beberapa o rang pegawai p erusahaao, baik sendiri maupun 
bersama - st ma a tau kepada orang/ badan lain. 

Pasal 11 

( I) Dircksi m elak, anakan p engurusan dan pembinaan Perusabaan 

menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Bada n Pengawas 
Perusahaan Daerah dengan Kebijaksanaan Umum dari Peme­
rintah Daerah ; 

(2) Tata tert;p dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam 
Peraturan yang d :tet:tpkao oleh D ireksi dengan persetujuan 
Badan Per 11awas Pcrusahaan D aerah. 

P .. sal 12 

(I) Direksi memer:ukao sura t persetujuan Kepala Dacrah uotuk 
h a! • b al yang t c:1sebut d1bawah ini ; 

a. meminj1m w1 ri g atas nama perusahaan d an meogada kan 
p erjaojian hutaog p ihutaog; 

b . . ncngikat perusa ~aan sebagai agunan ; 

c. memperol::h, mengasing'k:an atau membebanka:1 bcnda-benda 
bergerak dan tidak bergerak ; 

(2) ~ilama na Direksi bcrha langao, maka tugasnya dilakukan ole'1 

salah seorang Anggauta D ireksi yang tertua dalam jabatannya. 

BAB VII 

BADt.N PENGAWAS 

Pasal 13 

( l ) Bad:in fengawas dian~ kat clan diketahui oleh Kepala C aerah 
dan Angga uta - ang?.u tanya krdiri dari uosur- uns:.r Pemcrin • 
tah Dcen,h yang d1tcr,t1;k&n oich Kcp;:la Dae.ah ; 

(2) Eadan Pengawas n~enetapkan kebijaksan san perusahaan seca :-a 
ter. 1 ch i esuai deni:an kebijaJ, saoaan umum Pemerintah Daerab; 

0 
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(3) Badan Pengawas melakukan penga\\asan terhadap pelaksanaan 
tugas Direksi ; 

(4) Direksi wajib memberikan segala keteraogan yang diperlukan 
~eh Badan Pengawas; 

(5) Kepada Ketua dan para Anggauta B, dan Pengawas dapat di­
berikan imbalan jasa yang dia;ur oleh Kepala Daerah. 

BAB V III 

TAN<-GUl'>'G JAWAB OAN TUNTUTAN G~NTI RUGI 

PEGAWAI 

P llS~ l 14 

(I) Semua Peg'lwai Perusahi2n. termasuk Anggauta Direksi dalam 
kedudukannya, yang t idak dir,eri tugas penyi!Tipar.nn uang. su­
rat - surat terharga dan harnng - barang pe1sediaan, yong 
karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan ke­
wajiban dan tugas yang dibebankan kepada n'.ereka dengan 
langsung atau tidak lan psung telah n-ei; imbulkan kerugian 
dari perusahaan diwpjibkan mengganti kerugian tersebut ; 

(2) Ke 1entu;,n - ketentuan teot.: ng tuntutan ganti rugi terhadap 
Pegawai Daerah berldu s~penuhoya terhadap Petawai Perusa­
haan; 

(3~ Serrua Pegawai Perurnhaan y:ing qibebani tugas penyimpanan 
pembayaraa atau penyera ·an uang, surat- sun:it berharga milik 
peru5ahaan dan bi;rang - barang per scliaao milik perusahaan 

yang disin~pan didalam gcdang atau tempat penyimpan• n y,mg 

kt,vsus d ;- n sem"ta-mat.a digunakan untuk keperiuan itu d1wa­
jibkan memberikan pertanggun gan jawab ten t:rng pelaksanaan 
tugasoya kepada Badan yang ditunjuk o leh Kepa la Dalrah : 

(4, ?eg ,wai termaksud pada ayat f 3) tid:i.k perlu mengirimkan 
pert anggu,,gan j awab mengenai car.i mengur u,nya kepada Ba­
dan di maksud p c\da avat ( 3 ), t untutan terhad · p regawai 
ters~but d i!akukan m~:rnrut kcteo tu::1n yang brrl ,,~:u bagi Ben­
d:ih:ir-iw:.n D .!cra:1 ; 
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(5 , Semua surat bukti / dan surat lainnya bagaimanapun juga sifat­

nya termasuk biiangan tata buku dan Administrasi Perusaa:.an 
disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang d1tun­
ju1< oleh Kerah Daerah kecuali jika untuk sementara dipin­
dahkan Ke Bad an dimaksudkan pada aya t ( 3 ) dalam h:i.l 
d ianggapnya perlu untuk kepenti ogan sesuatu p~meri ksaan ; 

(6) Untuk keperl u:in pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak 
dao Pengawas::i n pada umu mnya surat bukti dan su rat hiinnya 
termaksud pada ayat (5,' untuk sementara d apat dipind~bkan 
ketempat y.rng ditunjuk Kepala Daerab : 

( 7) Dengan Peraturan Daerah dap1t ditetapkan penyimpangan dari 
ketentuan mengenai tata cara t untutan gani i rugi yang ber!aku 
bugi Pegawai Daerah dan Pegawai ter m .1ksu'.i pada ayat (3) 

yang disesuaiJ<..an de- gan str uk tu r / o rtanisasi Perusahaan i tu 
sendi.i. 

BA 9 IX 

TAHUN BUKIJ 

Pasal 15 

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin. 

BAB X 

ANGGARAN P ERUSAHAAN 

Pasal 16 

\ 1) Se!ambat - lamb:i.tnya tiga hulan sebelum tahun buku mu! 1i 
berlaku, Direksi m engirimkan -Rencana /\ng~aran Perusaha1n 
11c.tuk dimia taka o persetujuan dari Badan Pengawas; 

12) Ap1bila Badan P<!ngawas mengernukakan keb:Btan a tau men)­
lak provek yaog dimuat da lam Anggaran Perusahaan it:.1, 
m ?ka berlaku Anggaran Perusabaan ta bun sebelumnya; 

(3) Anggaran ta mbaha n a tau perubaha n Angga ran yang terj:.i c' i 

da lam tahun buku yang ber.a ngkutao barus mendaput i;ers~ • 
tujuan !ebih dah·.llu dari Badan Pengaw:is. 
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BAB XI 

LAPORAN PERHITlJNGAN HASIL USAHA 

BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN 

Pasal 17 

Laporan perbitungao basil usaha, berkala dan kegiatan 
Perusahaan dikirimkan o eh Direksi kepada Badan Peugawas sekali 
setiap 3 bulan, daa jika dipandang perlu setiap saat Badan Pe­
ngawas, dapat miata laporao terseb ut. 

BAB XII 

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN 

Pasal 18 

(1 1 Untuk tiap tabun buku oleh Direksi dikirimkan perbitungan 
tahunan laba rugi kep ida Badan Pengawas selambat • lambat­
nya 3 bulan sesudahnya tahun buku ; 

2 ) Dalam perhituogan tahunan harus d isebutkao cara penilaian 
! pos - pos ; 

( 3) Jika dalam wak.tu sebulan setelc1h waktu yaog terscbut pada 
ayat (l) oleh Badan Pengawas tidak oiajukao keberatan ter­
tulis maka perhitunt an tahunan itu diaoggap tclah disahkan ; 

(4} Perh itungan tah~man ter,r.,kmd ,pada ayat (lJ disahkan oleh 
Badan Pengawas d .. n penf escshan tera:;aksud meml>eri kebebasan 
kepada Direksi, ll' rb i:dap segala sesuatu te, ruuat dalam perht· 
tungaa tahunan te rsebut. 

BAB XIII 

PENETA 0 AN D~N PENGGUNAAN LABA SERTA 

PEMBERIAN JASA PROOUt<SI 

Pasi:d 19 

l I ; Cadangan d iam dan / .:.tau rahasia tidak boleh diadakan ; 

(2, Peng;un::an l:l'::a bersih, setelah d ikuraogi dengan penyusutan 
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cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam pe-
rusahaan, ditetapkan sebagai t erikut ; o 

a. untuk dana Pem bangunan Dae rah ................ ....... , 

b . untuk Anggaran Be!anja Daerah .................... .. 

c. untuk cadangan umum .................................... . 

d . untuk cadan~an sosial dan pendidikan ............... . 

c . untuk jasa produksi ............... ... .............. ........ ... . 

f . untuk dana pensiun dan sokongan .................. ... . 

30 % ; 
25 % ; 
20%; 

5 % ; 
10 % : 
10 % : 

(3 ) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah terca­

pai tujuanoya dapat dialihkan kepadc: pengguna:i.n lain dengan 

keputusan Kepa a Daerah; . 

( 4 ) Car.i m:ngurns dan peoggunaan dana 

an tujuan termaksud pada ayat ( 2 l 
Pen gawas. 

BAB XIV 

penyusutan dan cadang­

ditetapkan 01eh Sadan 
i 

KEPEGAWAIAN 

Pa sal 20 

( I ) Ked11dukan Hukum K epegaw:.i ian, gaji dan pens1un i aryawan 

Perusahaan. di:itur mer,urut Peratur..in Perund..1.ng • undangan 

ya n~ berlaku untuk pegawai Dae rah; 

; 2) KeduJukan Hu kum Kepegawaian, gaji dan penghasilan Dire!<si 

ditentukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Pera­

turan Perundang - undangan yaog berlaku untu'J:: Pc::gawai 

Daerah . 

( 3 J Direksi mengangkat dan IT'emberhentikan Pegawai / Pekerja Pe­
rmaha1u menurut Peraturan Ke ;::egawaian deugan persetujuan 

Badan Peugawas berdasarkan Peraturan pokok kepeJaWaian 

Perus:i.haa n dimaksuJ pad a ayat ( I) . 

BAB XV 

KONTROLE 

Pa~el 21 

D engan tidak mengurang• hak Jnstansi atasan d a n Bada ,1 

lain yang menurut Peraiuran Perundang - u ~d an3an yang beilaku, 
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berwenang mengadakan penyolidikan dan Pemetiksaan tentang 
seaala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, 

Q oleh Kepala Daerah ditunjuk Inspektorat Wilayah/Daerah melaku­
kan kontrole atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta 
tanggung jawabnya. 

-

BAB XVI 

Pasal 22 

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Panitia li­
kwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 

(2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi 
dibagi menurut perimbangan mlai nominal saham ; 

(3) Pertanggungan jawab likwiditur dilakukan kepada Pemerintah 
Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentaag 
pekcrjaan yang tclah diselesaikanoya ; 

(4) Dalam likwidasi. Daerah dan pemegang saham bertanggung 
jawab atas kerugian yang dicerita olel pihak ketiga apabila 
kcrugian itu di'lebabkan oleh karena ner? ca dan perhitungan 
laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan 
Perusahaan yang sebenarnya. 

BAB ,XVII 

KETENTUAN-PENUTUP 

Pasal 23 

( l) Hal-ha! yang belum diatur dalam feraturan Daerah ini diten­
tukan lebih lanjut oleh K~pala Daerah, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya ; 

(2 , Peraturan Daerah dap:lt disebut Peraturan Daerah Kabup.'lten 
Daerah Tingkat II Re::nbaog ten:aog " Pcndirian Aneka Peru­
sar-aan Daerah •. 

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada bari pertama sesu­
- dah hari peogundangannya. 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II 

REM BANG 

Ketua, 

t t d. 

( H, M. CHOLIL B.JSRJ) 
- -··---- ·----

Wokd Ketua 

Rembang, 31 - 1 - 1980 

Bupati Kepa'a Daerah Tingkat II 

REM BANG 

t t d. 

{ SOERATIYiAN SH. ) 

1"1ip. 230011686 

DISAHKAN 

Dengan Surat Keputusan Gubernur 
K._ep?.la Dae1ah Tingkat I 

.Ta\.\a - Tengah 

0 

• 

Tanggal 12-4 -1 980 No: · : 188 .3 / 59/19~0 • 
Sekretaris Wilayah / Daerah' 
8. / Kep1la Biro - Hukum·; 

t t d. 

(NAWAWI SH.) 
- --·- ·- ---- --··· 

Nip. 500026890 

Diundangkan dalam Lernb3ran Daerah 
Kabupatcn Daer.;h ·Tingkat II 
Rembang Seri C. Nomor I Tahun 1980 
tanggal 21 - April - l Y80 

Sekretaris Wilayah / Daerah 

t t d. 

( SOEMOJO HADIWINOTO SH, ) 

Nip. 500030937 

.. 



PE~JEL/ .SAN ATAS 

IERATURAN D AERA H KAJ~PATEN DAERAH 
TlN GKA T II RE.\-Jt3AN G 

l\0:\10R 2 TAHU N l 980 

T EN TAN G 

PENOIRIAN ANEKA ?ERUEAHAAN CAERAH 

ATA U Drsn:GKAT DENGAN 

ANEKA PERL'SOA REMOANG 

Berdirinya Aneka rerusabaan Daerah ada lah berlaodaskan 

pada a zas Ekonomi Pei usahaan sepe rti yang te rcantum dalam 

p 2sal S aya t (~) Und::in g - undang ~o 5 Tahun 1962 yang menya­

t akan : "Cabang - cab2ng Prcduksi yang penting bagi daerah dan 

yang men;;u asi h.ijat hid up c ra ug ban yak di Daerah yang cer, 

.. san gkutan diusahakc.n o· eh Perusabaan Daerah yang modalnya 

untuk seluruh nya merurak.n kekayaan Da::rah yang d ipisahkan ". 

Kemudian aZls tersebut d ipcrt~gas Jag1 sej~k d 1keluarkan 

Undaog -undan g No. 1 ahun 1 ~7 ➔ p .-. sal 5-J ayat 1) yang a nta ra 

Jain m enyatakan bah\V-a : Pcmermtah Daerah darat mengadakan 

Perusah aan Daer ah ya og pcnyelengg~ raan dan pembinaanoya di ­
lakukan berdasarkan a2.as ekonomi perm a ha;;n. 

Be rdaiarkan pedo mao tersebut diatas m ak .1 Perusahaan 

Daer ah ini di buat deogan tuj uan disa'mping untuk m enjamin ada­

nya land3san ya:1g kuac teatan6 berdirinya A neka Perusahaan 

y,rng ~ekaligus adalah m erupakan perwuj•Jdan dari pasal 60 ayat 

(I J U ndang - undang No 5 Tahun 197-l, j11ga adalah u ntuk me-

.. nunjang pe •aksanaan Pembangunan di Daerah kbususnya dan 

Pembanguna n Ekonomi N asiooal u mumnya. 

PENJELA.SAN P,\SAL DEM I P,\.SAL : 

Pasal 1, 2, 3, dan 4 

Pasal S 

Pa,al 5 ayat (I) 

C ukup jclas. 

Cukup jelas, 

Cukup jelas. 
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; dimaksudkan babwa modal Perusabaan 
disisihk:anJdipisabkan dari anggaran da• 

ri anggaran Keuangan Dacrah. o 

ayat (3) 

ayat (4) 

Pasal 7 ayat (1) 

ayat (2) 

dimaksudkan babwa Daerab masih di-
beri kemuogkinan untuk rr.enambah mo-
dal Perusahaan dengan jalan menyisih-
kan lagi sejumlah uang kekayaan lainnya 

dari Anggaran Daerab dengan kcputusap. 
DPRD. 

: dimaksudkan bilamana didaerab yang 
bersangkutan ada Bank Daerah, maka 
alat lik:wide di'iimpan dalam Bank Da­
erah tersebut/cabangnya tetapi jika tidak 
ada, ciapat juga disimpan dalam Bank 
Pemeriatah lainqya ( tidak: boleh pada 
Lank S was ta ). · 

diberikan dua kemungkioan dimaksud 
bi la kapasitas Pcrusahaan masih kecil 
sebaiknya dipilih alternatif a, sedang 
jika kapasitas Perusabaan sudah cukup 
besar, dapat dipa kai alternatif b. 

: Badan Pengawas da1am ha! ini dimak­
sudkan agar Kepala Daerah dalam me­
ngawasi Perusabaan dapat dibantu oleh 

ar.ggauta - anggautanya Badan tersebut. 

ayat (3) dan (4) Cukup jelas. 

Pasal 8 : Cukup jelas. 

Pasal 9 ayat (I) dan (2) Cukup jelas. 

ayat (3J Ini dimaksukkan agar anggauta D irek­

si dapat bekerja sepenuboya dalam 
Perusahaan. 

Pasal 10 dan 11 Cukup jelas. 

Pasal 12 ayat ( 1) sub a ; Cukup jelas. 

.. 



Pasal 12 ayat (1) sub b 

Pasal 12 ayat (1) sub c 

Pasal 12 ayat ( 2) 

Pasal 13 ayat ( l) 

-3-

adalah sebagai benda jaminan. 

Yang dimaksud dengnn mengasingkan 
adalah memberikan wewenang Direksi 
atas persetujuan Bupaci Kepala Daerah 
untuk mengadakan pinjaman dengan 
tanggungan beoda · benda milik perusa­

haan yang bergerak maupun tidak ber­
gerak ( te'ap ) 

Cukup jelas. 

Badao Pengawas diangkat dan diketuai 
oleh Kepala Daerah dan anggauta- ang-

gautanya terd1ri dari unsur - uosur 
Pemerintah Daerah yang ditentukan 
o leh Kepala Daerah. 

a yat (2 ), (3), (4) dan (5) Cukup jelas. 

" Pasal 14, 15, 16, 17 dan I 8; Cukup jelas. 

-

Pasal 19 ayat (I) Cukup jelas. 

ayat (2) Yang dimaksud dengan Iaba bersih ada­
Jah sisa yang telah dipotong peoyu­
sutan cadangan tujuan pajck c an la ;n­
Lin, beban tetap perusahaan dao ba­
giao keuntur.gan diatas yang terbesar 
untuk pernbaogunan daerah, sedang si­
sauya 45 % untuk peogembangan peru­
sahaan berkat daoa- dana sosial yang 
ada hubungan dengao ketentuan peru ­
sahaao seperti jasa produksi, peosiunan, 
perumaban karyawaa dan sebagainya. 

ayat- (3; dan (4) Cukup jelas. 

Pasal 20 ayat ( I) untuk menentukao hukum kepegawaian, 
gaji dan pensiunan Karyawan Perusa­
haau Daerah d iatur me□urut Peraturan 
Perundang undangan yang berlaku untuk 
Pegawai Oaerah dan Perusahaan Negara 
( PP.No 23 Tahun 1>67) 



:;yat (2) dar, ;3) 

risal 21 

P asal 24 ayat _1) 

Pasal 23 

ayat ( 2 \ 

ayat ( 3) 

ayat ( 4) 

- 4 -

Cukup jelas. 

Dimaksud selain Instansi atasan, ma­
ka Inspektorat Daerah yang bersang­
kutao yang biasanya tugas mengontrol 
kcuanl!an Daerah berbak pula rueogon­
trol peogurusan dan Pembioaan Peru­
sa b aan Daerah. 

Bila "'lll n 1 Perus 1h:ian dihuharkan kare­
na t idak rrn: ngkin di lanjutkan lagi, 
maka pembubaran dan penuojukan Pa­
nitia likwidasinya · harus d :tetapkrn 
dengan Peraturan Daer.ib, karena Pem ­
bentukanoya juga dengan Perat·Jran 
Daerah. 

Dimaksudkan bilamana ada saham pi­
h ak lain maka kekayaan sete!ah di ti ­
kwidasi dibahi antara Pemerint.:h Dae­
rah dengan pemeg,ing saham lainnya 
mwurut perband1ngan r.i lai n ominal 
saha m - saham 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

0 

"' 


